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RINGKASAN 

 
Tanah merupakan anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya alam 

yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat. Dengan demikian tanah dapat 

dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa. Gagasan tersebut 

telah menjadi amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD’45 ); dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 

Dalam pasal tersebut dikandung makna bahwa pemberian kekuasaan pada negara 

untuk mengatur sumber daya yang terkandung   diwilayah   negara   kesatuan   

Republik   Indonesia   yang   peruntukannya   bagi kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia. 

Pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan 

pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau 

masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum 

maupun kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat 

dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar 

dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri. 

Disertasi yang berjudul “ganti rugi yang layak dan adil terhadap  pemilik 

hak atas tanah dalam  Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum”, penulis akan menganalisis dengan mengulas secara lengkap dan 

sistematis menenai ketentuan pengadaan tanah dalam rangka menemukan hakikat 

dan konsep ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik hak atas tanah dalam  

Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 

Dasar filosofi yang harus menjadi basis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 sebagaimana pula halnya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

adalah Pancasila khususnya sila kedua, keempat serta kelima sebagaimana telah 

termaktub pada konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 huruf a dan b 

diatas. Seharusnya dengan pencantuman landasan filosofi tersebut harus 

mempertegas bahwa kegiatan pembangunan yang dimaksud sesungguhnya 

diabdikan untuk kepentingan siapa, dilakukan dengan cara yang bagaimana, serta 

bagaimana langkah mencapai cara dimaksud.  

Sila-sila Pancasila sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro,  merupakan 

pengisi dan pengarah serta menjiwai setiap norma-norma yang hendak 

dirumuskan. Tulisan Notonagoro yang sama menyatakan bahwa “Segala peraturan 

hukum yang ada dalam negara Indonesia mulai saat berdirinya merupakan suatu 

tertib hukum. Dalam setiap tertib hukum diadakan pembagian susunan yang 

hierarkis. Setiap peraturan perundangan yang diundangkan seharusnya merupakan 

penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dari sila-sila Pancasila yang 

seharusnya tiap kualifikasi setiap rumusan sila pertama dalam rangkaian kesatuan 

dengan sila-sila yang lainnya”. 

Prinsip keadilan ini sebenarnya sudah tampak dari pengertian pengadaan 

tanah itu sendiri yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Lebih lanjut UU No 2 

Tahun 2012 memberikan definisi asas “keadilan” adalah memberikan jaminan 

penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan 
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Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan 

yang lebih baik. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan 

masyarakat, keseimbangan tersebut dapat terjadi dengan adanya pemberian ganti 

kerugian yang layak dan adil, sehingga pelaksaan tujuan pengadaan tanah tersebut 

tidak menciderai hak dari masyarakat yang tanahnya menjadi obyek pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, karena adanya pemberian 

ganti kerugian yang dapat dijadikannya kompensasi untuk melanjutkan 

kesejahteraan hidupnya. Pentingnya penerapan keadilan dalam pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah untuk menjamin 

keberlangsungan produktivitas masyarakat yang terkena dampat pengadaan tanah 

sehingga tetap dapat bekerja dalam rangka pemenuhan hidupnya dan keluarganya 

untuk mencapai kesejahteraan hidup.  

Penerapan prinsip keadilan dalam menentukan nilai ganti kerugian, yang 

tidak hanya melihat nilai tanahnya saja akan tetapi juga memperhitungkan nilai 

ekonomis atas tanah tersebut, hal ini menjadi penting karena tidak jarang tanah 

yang menjadi obyek pengadaan tanah merupakan tanah yang menjadi tumpuan 

yang dipergunakan untuk mendukung pekerjaannya karena merupakan obyek 

mata pencaharian masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya perhitungan 

nilai ekonomis tersebut dapat menjadi modal bagi pemiliknya untuk tetap dapat 

menjalankan usahanya di tempat lain sehingga tidak menyengsarakan masyarakat 

tersebut. 

 Ketentuan terkait prinsip keadilan dalam pembayaran ganti kerugian 

adalah pembayaran tanah sisa yang terkena obyek pengadaan tanah, hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No 2 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam 

hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak 

lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang 

Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”. 

Jenis penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum 

normatif, Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan 

Filosofis (philosophy) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan 

menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder juga digunakan 

pula bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait 

dengan isu hukum di atas,  sehingga memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap pengadaan dengan ganti rugi yang layak dan adil. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap semua bahan hukum yang terkait, 

maka dalam disertasi ini memperoleh temuan, bahwa ganti rugi yang layak dan 

adil bagi pemilik hak atas tanah dalam  Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum dapat dikatakan norma yang samar terkait makna ganti rugi 

yang layak dan adil, bahkan kata layak dan adil dalam penjelasan  Undang-

Undang No 2 Tahun 2012 pun tidak ditemukan, dengan tegas terutama terkait 

dengan bentuk ganti rugi. 

      Penguasaan tanah rakyat dalam rangka pengadaan tanah untuk 

pembangunan harus disertai dengan ganti kerugian kepada pihak yang dibebaskan 

tanahnya. Istilah ganti kerugian diartikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2012 sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam 

proses pengadaan tanah.  
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Adapun dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai 

pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 

a. Uang; 

b. Tanah pengganti; 

c. Permukiman kembali; 

d. Kepemilikan saham; atau 

e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Bentuk ganti rugi di atas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang 

diberikan oleh instansi Pemerintah hanya diberikan kepada faktor fisik semata. 

Namun demikian, seharusnya patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti 

rugi faktor-faktor non-fisik (immateriil). 

Pengadaan tanah, kompensasi didefiniskan sebagai penggantian atas faktor 

fisik (materiil) dan non-fisik (immateriil). Bentuk dan besarnya kompensasi 

haruslah sedemikian rupa hingga masyarakat yang terkena dampak kegiatan 

pembangunan tidak mengalami kemunduran dalam bidang sosial maupun pada 

tingkat ekonominya. 

Kompensasi dalam rangka pengadaan tanah dibedakan atas: Kompensasi 

atas faktor fisik (materiil) meliputi penggantian atas: Tanah hak baik yang 

bersertifikat dan yang belum bersertifikat, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang 

dikuasai tanpa alas hak yang dengan atau tanpa ijin pemilik tanah, bangunan, 

tanaman, benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah. Kompensasi atas 

faktor non-fisik (immateriil) yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, 

kenikmatan, manfaat/kepentingan yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat 

yang terkena pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut. 

Pada peraturan sekarang hanya ditentukan penggantian kerugian terbatas 

bagi masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, berarti ahli warisnya. 

Ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang 

bukan pemilik, seperti penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang 

menguasai dan menempati serta untuk kepentingan umum, masyarakat 

kontribusi dari pembangunan itu, serta rekognisi sebagai ganti pendapatan, 

pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat mereka yang telah digunakan untuk 

pembangunan. 

Oemar Seno Adji, berpendapat bahwa : “Negara hukum Indonesia 

memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar 

pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan 

Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila 

ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. 

Tetapi, kebebasan beragama di Negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi 

yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di 

bumi Indonesia. 

Padmo Wahyono menelaah negara Hukum Pancasila dengan bertitik 

pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945, maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat 

manusia tetap dihargai”. 

Negara Republik Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara 

pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kerukunan 

dimana dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum 
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Pancasila, yaitu : terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara 

kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dimana 

peradilan merupakan sarana terakhir, hak-hak asasi manusia tidaklah hanya 

menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan 

kewajiban. 

Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam 

pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan 

wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar ketentuan UUD NRI 1945. 

Karena pasal-pasal UUD NRI 1945 tidak mungkin mengatur segala hal mengenai 

kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUD 

NRI 1945 dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep 

dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang tekandung pada Pembukaan 

UUD NRI 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. 

Hal tersebut berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu 

menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang 

bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi 

perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. 

Konsep yang demikian, menurut penulis terkait dengan bentuk ganti rugi 

terhadap pemilik hak atas tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengenai pemberian ganti kerugian 

tidak  diberikan dalam bentuk alternatif sebagai berikut : 

1. Uang; 

2. Tanah pengganti; 

3. Permukiman kembali; 

4. Kepemilikan saham; atau 

5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Seharusnya, ganti rugi terhadap pemilik adalah kumulatif, berupa Uang 

dengan tanah pengganti, uang dengan permukiman kembali, uang dengan 

kepemilikan saham dan uang dengan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah 

pihak, selain itu penilaian terhadap ganti rugi uang tidak berdasarkan pada Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP), yang seharusnya berdasarkan harga pasar atas tanah 

dimaksud, dimana selisih antara harga berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dengan 

Harga Pasar sangat jauh berbeda, yang harga pasar dapat 2 (dua) atau (3) kali lipat 

dari harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). 
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ABSTRACT 

 

The problems discussed in this dissertation are: What is the nature of 

proper and fair compensation for the owners of land rights in Land Procurement 

for development in the public interest? and What is the concept of proper and fair 

compensation for the owner of land rights in Land Procurement for development 

in the public interest? 

The type of research in writing this dissertation is normative legal 

research, namely research on the rule of law, legal principles, and legal doctrines 

related to the nature of proper and fair compensation for owners of land rights in 

Land Procurement for development in the public interest. 

The conclusions in this study are as follows: 

The essence of proper and fair compensation for the owner of land rights 

in land procurement for development for the public interest, namely: 

compensation, is not only based on respect for land rights that have been 

mandated by the constitution, but also based on the function of land among the 

community. . The function possessed by the land as a social asset is that in 

society, especially customary law communities, land functions as a binder of 

social unity to live and live on it. While the function of capital assets means that 

land is capital in the development, development and driving of the economy both 

on a micro and macro scale. 

The concept of proper and fair compensation for the owner of land rights 

in Land Procurement for development for the public interest. Compensation is a 

replacement for the value of land and or other objects related to land as a result of 

relinquishing rights or revocation of land rights. The deliberation shall be held no 

later than 30 working days since the results of the appraisal from the Appraiser are 

submitted to the Land Agency to determine the form and or amount of 

compensation. In the event that there is no agreement regarding the form and 

amount of compensation, the entitled party may file an objection to the local 

District Court within a maximum period of 14 (fourteen) working days. The 

District Court shall decide the form and or amount of compensation within a 

maximum period of 30 (thirty) working days from the receipt of the objection. If 

the party entitled to object to the decision of the District Court, he is given the 

right to file an appeal to the Supreme Court within 14 days from the decision of 

the District Court. The decision of the Supreme Court/District Court that has 

obtained legal force remains the basis for payment of compensation to the entitled 

party. 

 

Keywords: compensation, land acquisition, public interest development. 
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